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BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR  51 TAHUN 2021 

TENTANG 

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  

NOMOR 17 TAHUN 2019  

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang     : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) 

dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengubah 

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020  

dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati. 

 

Mengingat       : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 41), sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 
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 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6623); 

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014Nomor 2094); 

 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 

Pembentukan Produk Hulum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 53); 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1037); 

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1099); 

 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); 

 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

296); 
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 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Pelimpahan dan 

Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

150); 

 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, 

Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, 

dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik 

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) 

sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9); 

26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10). 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 17 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 (Berita 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka baru, sehingga Pasal 1 

berbunyi: 

 

Pasal 1 

 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.  

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi.  

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.  
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4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan  

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam  

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa.  
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan  

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis.  

9. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD  

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis.  
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa 

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul dan adat istiadat desa.  

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, 

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat Desa.  
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang  

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati  

bersama BPD.  
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang  

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan  

kewajiban Desa.  
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, danpertanggungjawaban keuangan desa.  
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 

selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan 

Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.  
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut  

RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
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17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 

18. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas 

desa. 

19. Pengeluaran Desa adalah uang uang yang keluar dari 
rekening kas desa.  

20. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 

(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu  
dikembalikan oleh Desa.  

21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan  

kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 
akan diterima kembali oleh desa.  

22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun 

pada tahun anggaran berikutnya.  

23. Hasil Usaha adalah sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) 

yang dapat diusahakan oleh desa, berasal dari pengelolaan 
BumDesa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, dan hasil 

usaha lainnya.  

24. Hasil Aset adalah sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) 
sebagai hasil pemanfaatan aset desa, berasal dari 

pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD), tambatan perahu, pasar 

desa, pasar hewan, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, 
tempat pelelangan ikan, bangunan desa, dan aset desa 

lainnya.  

25. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Kabupaten.  

26. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang  
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatendan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat.  
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 

dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi  
Dana Alokasi Khusus.  

28. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang  

selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena  

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan  
keseluruhan pengelolaan keuangan desa.  

29. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala 

Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.  

30. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan  
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan 

tugas sebagai koordinator PPKD.  
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31. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.  

32. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat  

Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang  

menjalankan tugas PPKD.  
33. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PK adalah 

Kaur dan Kasi yang menjalankan tugas PPKD dalam 

pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya.  
34. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan 
masyarakat.  

35. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian 

dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang  
dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di  

wilayah kerjanya serta ditetapkan oleh Pemerintah Desa.  

36. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah 

lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat 
setempat dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dalam rangka 

pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.  

37. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang  
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan 

Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.  
38. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa  

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

39. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai  
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat  

dipenuhi dalam satu tahun anggaran.  

40. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat  
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti dan/atau manfaat  

lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemerintah desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  
41. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 

kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa 

atau perolehan hak lainnya yang sah.  
42. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang  

bergerak dan tidak bergerak.  

43. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 

pendapatan Desa dengan belanja Desa.  
44. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 

pendapatan Desa dengan belanja Desa.  

45. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 

46. Kode Rekening adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait  
transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai  

pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 

keuangan pemerintah desa.  
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47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, 
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk 

kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam APBDesa.  

48. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya  
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan 

rincian kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan 

APBDesa dan/atau perubahan APBDesa.  

49. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut 
dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk 

memperoleh barang/jasa pemerintah Desa, baik dilakukan 

melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.  
50. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK 

Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan 

arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana 

dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran 
berdasarkan DPA yang telah disahkan Kepala Desa.  

51. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP  

adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang dan jasa.  

52. Rencana Anggaran Biaya adalah perhitungan banyaknya 

biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-
biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan atau pekerjaan tertentu.  

53. Elektronik Village Budgeting yang selanjutnya disingkat E-VB  
adalah sistem aplikasi tekhnologi informasi yang berbasis 

website tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan 

dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang 

dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, 
penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa.  

54. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten.  

55. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit 

pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, 

inspektorat daerah provinsi dan inspektorat daerah 
kabupaten. 

56. Uang panjar adalah pembayaran dalam jumlah tertentu 

kepada pelaksana kegiatan yang digunakan untuk membiayai 
pelaksanaan suatu kegiatan. 

 

2. Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehinggan Pasal 36 berbunyi: 

 

Pasal 36 

(1) Penyertaan modal pada BUMDesa dapat berupa uang dan atau 

barang selain tanah dan bangunan. 

(2) Tata cara penyertaan modal pada BUMDesa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan 

memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang 

dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan 

modal. 
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(3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan 

apabila terjadi surplus anggaran. 

b. Penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan 

apabila barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pelayanan masyarakat. 

c. Indikator lain yang diperlukan dalam penyertaan modal. 

(4) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), meliputi: 

a. Dilakukan dan disetujui dalam Musyawarah desa; 

b. Kelembagaan BUMDesa telah terbentuk beserta Anggaran 

Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangganya; 

c. BUMDesa memiliki rencana usaha yang mendukung 

pengembangan potensi Desa; 

d. Adanya laporan keuangan yang menunjukkan laba usaha 

tahun sebelumnya. 

e. adanya laporan keuangan yang menunjukkan laba usaha 

tahun sebelumnya; 

f. indikator lain yang diperlukan dalam analisis kelayakan 

penyertaan modal. 

(5) Tata cara penyertaan modal BUM Desa sebagai berikut: 

a. Pelaksana operasional BUM Desa mengajukan permohonan 

penyertaan modal dilampiri rencana usaha (bisnis plan).  

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah 

Desa untuk membahas dan mengkaji permohonan 

penyertaan modal oleh Pelaksana operasional BUM Desa. 

c. Apabila berdasarkan hasil musyawarah desa, permohonan 

penyertaan modal dan hasil kajian dianggap layak, desa 

menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa 

tentang penyertaan modal pada BUM Desa yang ditetapkan 

sebelum penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKPDesa). 

d. Peraturan Desa tentang Penyertaan modal pada BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada huruf c, memuat paling sedikit: 

1. Jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan desa; 

2. Jangka waktu dan besaran penyertaan modal. 

e. Berdasarkan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada 

BUM Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran 

penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan. 

f. BUM Desa mengajukan permohonan pencairan penyertaan 

modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan 

dokumen pendukung antara lain: 

1. Program Kerja BUM Desa; 

2. Rencana usaha BUM Desa yang akan dikembangkan. 
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3. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf 

sehingga pasal 50 berbunyi: 

 

Pasal 50 

 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa 

apabila terjadi: 

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan 

desa pada tahun anggaran berjalan . 

b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan 

pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam 

tahun berkenaan; 

c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar 

jenis belanja, dan 

d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

e. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis 

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang 

berkepanjangan; 

f. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan 

Pemerintah Kabupaten. 

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar 

biasa. 

(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah: 

a. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi 

penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa 

mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 

50% (lima puluh persen); 

b. Prosentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana 

dimaksud pada huruf a merupakan selisih kenaikan atau 

penurunan antara pendapatan dan belanja pada 

APBDesa; 

c. Keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial, wabah 

dan penyakit menular yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat 

(4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan 

APBDesa dan tetap mempedomani RKPDes. 
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4. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi: 

 

Pasal 64 

 

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) untuk 

kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak 

lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum 

dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur  dan 

kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan 

dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk 

disimpan dalam kas desa. 

(3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas 

umum dan buku pembantu panjar. 

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 

pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa bukti ransaksi pembayaran 

pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa. 

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi 

pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan 

anggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana 

kegiatan anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran 

barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

mengembalikan sisa uang ke kas Desa. 

(7) Kasi dan kaur selaku Pelaksana kegiatan dapat 

mengajukan uang panjar kepada Kepala Desa melalui 

sekretaris Desa. 

(8) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap permintaan 

uang panjar oleh pelaksana kegiatan dengan 

memperhatikan: 

a. Ketentuan besaran uang panjar; 

b. Waktu pertanggungjawaban uang panjar. 

(9) Kaur Keuangan dapat memberikan uang panjar kepada 

Pelaksana Kegiatan setelah mendapat persetujuan Kepala 

Desa. 

(10) Pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan 

penggunaan uang panjar selambat-lambatnya 10 (sepuluh) 

hari sejak uang panjar diterima. 

(11) Pelaksana kegiatan membayarkan uang panjar kepada 

penyedia jasa setelah barang/jasa diterima. 
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(12) Jika terdapat sisa uang panjar atau belanja lebih sedikit 

dari uang panjar yang diberikan, Pelaksana kegiatan segera 

menyetorkan Kembali sisa uang panjar kepada Kaur 

keuangan. 

(13) Dalam Pengajuan uang panjar pelaksana kegiatan membuat 

rincian belanja sesuai  dengan periode yang tercantum 

dalam  DPA/DPPA dengan nominal sama besar atau krang 

dari yang tertera dalam DPPA/DPA. 

(14) Uang panjar berikutnya tidak boleh diberikan apabila 

pelaksana kegiatan belum melakukan petanggungjawaban 

penggunaan uang panjar sebelumnya. 

 

5. Ketentuan Pasal 74 diubah disisipi huruf c pada ayat (1) dan 

ditambahkan 1 (satu)  ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 74 

berbunyi: 

 

Pasal 74 

 

(1) Kaur Keuangan wajib membuat Buku Pembantu Kas Umum 

yang terdiri atas: 

a. Buku Pembantu Bank ; 

b. Buku Pembantu Pajak, dan ; 

c. Buku Pembantu Panjar. 

(2) Buku Pembantu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran 

melalui Rekening Kas Desa. 

(3) Buku Pembantu Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hurf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan 

pengeluaran setoran pajak. 

(4) Buku Pembantu Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c merupakan catatan pemberian dan 

pertanggungjawaban uang panjar. 

 

6. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 

(satu) Pasal yaitu BAB VIII A dan Pasal 85A diantara yaitu: 

 

BAB VIII A 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 85A 

 

Bagi pemerintah desa yang telah melaksanakan proses 

penyertaan modal kepada BUM Desa sebelum penetapan 

peraturan Bupati ini, maka tetap dapat dilaksanakan. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banyuwangi. 

 

 

Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 15 Desember 2021 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

              Ttd. 

 

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS 

 

 

         Diundangkan di Banyuwangi 

         Pada tanggal 15 Desember 2021 

                  

         SEKRETARIS DAERAH 

         KABUPATEN BANYUWANGI 

 

                Ttd. 

 

         H. MUJIONO 

  

 

         BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 52 

 
 


